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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SUMBAWA BARAT
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TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DALAM PENYELENGGARAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT

TAHUN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang :a.

Mengingat .

bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan
efisien merupakan komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumbawa Barat dalam melaksanakan reformasi birokrasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan
masyarakat, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan
Standar Operasional Prosedur dalam Penyelenggaraan
Penanganan Pengaduan Masyarakat Lingkup Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi
Nusa Tenggara Barat;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun

2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman
Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

10. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 117 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa
Barat.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM
PENYELENGGARAAN PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN 2021.

Maksud dan tujuan penetapan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dalam penyelenggaraan penanganan pengaduan
masyarakat lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa
Barat adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
pelayanan publik sehingga rangkaian kegiatan dilaksanakan
secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan
penanganan pengaduan masyarakat lingkup Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumbawa Barat meliputi definisi operasional
pengaduan, jenis pengaduan, metode penanganan pengaduan,
mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan, dan bagan
alir pengaduan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Taliwang
pada Tanggal : 1 Juli 2021




LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 188.4.46.082 TAHUN 2021
TANGGAL 1 Juli 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM
PENYELENGGARAAN PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN 2021

A. DEFINISI OPERASIONAL PENGADUAN.
Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada
pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak
sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau

pelanggaran larangan Oleh penyelenggara_ (Pasal 1,Angka 8 - Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 76 Tahun 2013)

B. JENIS PENGADUAN.
Jenis pengaduan yang diajukan masyarakat terdiri dari :
1. Pengaduan Skala Ringan :
merupakan pengaduan masyarakat yang disebabkan oleh ketidakjelasan
mengenai waktu dan biaya dan penyelesaian penanganan pengaduan
dilakukan oleh petugas layanan pada bidang/seksi teknis dengan jangka
waktu penyelesaian selama 1-2 hari kerja.

2. Pengaduaan Skala Sedang :
merupakan pengaduan masyarakat yang disebabkan oleh dampak lingkungan
udara, air yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dan
penyelesaian penanganan pengaduan dilakukan oleh petugas layanan pada
bidang/seksi teknis dengan jangka waktu penyelesaian selama 5-10 hari kerja

3. Pengaduaan Skala Berat :
merupakan pengaduan masyarakat yang disebabkan oleh kejadian bencana
alam maupun non alam (wabah) sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan
masyarakat dan penyelesaian penanganan pengaduan dilakukan oleh petugas
layanan pada bidang/seksi teknis dengan jangka waktu penyelesaian selama
10-15 hari kerja.

C. METODE PENANGANAN PENGADUAN.
Dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat menggunakan metode
secara langsung meliputi datang ke Kantor Dinas Kesehatan maupun secara tidak
langsung (SMS/WA call center ® 085353661100). Ruang lingkup metode
penanganan pengaduan masyarakat berupa wawancara/komunikasi dua arah
maupun kunjungan lapangan oleh Tim Teknis penanganan pengaduan.

D. MEKANISME DAN TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN.

Adapun mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan :

1. Penerimaan, terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan dan
pencatatan serta pemberian tanggapan kepada pengadu;

2. Penelaahan dan Pengklasifikasian, terdiri dari identifikasi masalah,
pemeriksaan substansi pengaduan, klarifikasi, evaluasi bukti dan seleksi.

3. Penyaluran Pengaduan yaitu meneruskan pengaduan kepada penyelenggara
lain yang berwenang, dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi
kewenangannya;




4. Penyelesaian Pengaduan, terdiri dari penyampaian saran penyelesaian kepada
pejabat terkati di lingkungan penyelenggara, pemantauan, pemberian
informasi kepada pengadu, pelaporan tindak lanjut, dan pengarsipan.

E. BAGAN ALIR PENGADUAN.

1 hari

2 hari

1 hari

1 hari

Kiilen/masyarakat datang
menyampaikan aduan disertai
bukti/dokumen pengaduan

Telaah Dokumen
Pengaduan oleh Tim
Penanganan Pengaduan

Belum
terselesaikan

Dilakukan Telusur
Lapangan / Monev
Kasus

Belum
terselesaikan

Penyusunan Laporan
sesuai hasil monev

Belum
terselesaikan

Dilaporkan kepada ketua
tim penanganan pengaduan
untuk di followup

Laporan hasil rekapitulasi pengaduan
klien/masyarakat menjadi bahan peningkatan
kualitas pelayanan publik dan proses
pengambilan keputusan pimpinan SKPD

Terselesaikan

Terselesaikan

Terselesaikan

Terselesaikan

Kotak Saran
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